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PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
SALINAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK

NOMOR 9 TAHUN 2011

TENTANG

PAJAK AIR TANAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TRENGGALEK,

bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu.menetapkan ‘@mr

o g

1. Pasal 18 ayat (6) Undang ndan%sa; gar; Republik Indonesia Tahun
1945; \ )

2.I\Undang-U1M)mor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
Paocrall Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41, Tambahan Lembaran

Daerah tentang Pajak Air Tanah; \ l

Negara Republik Indonesia Nomor 90) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak
dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3987);
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Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Wndang
Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Ini
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negal%Republik

Nomor 4844), - f\/

Undang-Undang Nomor 28 Ta@)@@ftentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daer\ah (Lemba NeEara Republik Indonesia Tahun 2009

Fomor 130, ;FM an Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
a

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5059);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan
Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4858);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara
Pemberian Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah ( Lembaran Negara RepublikTahun 2010 Nomor 119,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
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Menetapkan :
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14.

15.

16.

17.

Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak
Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau
Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5179);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

21 Tahun 2011;

Peraturan Daerah Tingkat II Trenggalek Nomor 6 Tahun 1988
tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah
Daerah Tinggkat II Trenggalek (Lembaran Daerah Daerah Tingkat II
Trenggalek Tahun 1988 Nomor 4 Seri C);

Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 3¢ Tahun 2008

tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas» Daerah

Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Tl:énggalek T,
. Y
Nomor 2 Seri D); \
) _ r

Peraturaniaerah Ka paten\%ggalek Nomor 2 Tahun 2009
L

tentang Pokok-poko ngelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
!\Daerah Kaﬁqﬂé Trenggalek Tahun 2009 Nomor 1 Seri E);

o
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK
dan

BUPATI TRENGGALEK

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK AIR TANAH.



BABI1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.

2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Trenggalek
3. Bupati adalah Bupati Trenggalek.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD
adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek.

5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan

daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal. yang me
akukan

kesatuan, baik yang melakukan usaha aupun
usaha yang meliputi perse an ter bxtas pe:seroa omanditer, perseroan
lainnya, badan usaha m11 negar ), atau badan usaha milik

daerah (BUMa&} dengan n dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi,

ng tidak

) b ..
kf)perash dana pﬁﬂﬁun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi
k.

" ‘ apBlganisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan
— ’ “bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk
-
usaha tetap.
7. Tempat peribadatan adalah segala hal/cara yang berhubungan dengan

beribadat.

8. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disebut dengan Pajak adalah pajak atas

pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

9.  Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di

bawah permukaan tanah.

10. Masa Pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak

untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak terutang.

11. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan
data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang
sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan

penyetorannya.

12. Instansi Pemungut adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau unit kerja

yang mempunyai fungsi melakukan pemungutan pajak daerah, dalam hal
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ini Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah atau unit
kerja yang ditunjuk.

Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD adalah
bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan
menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas

daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.

Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah
surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak

yang terutang.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat
SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah
kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari

pada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah
surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa

bunga dan/atau denda. &
a

Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang meka

kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekelituan dalam erapan
P

ketentuan tertentu dalam? peraturan perundang-iindangan perpajakan

daerah yang rdapat dala apan Pajak Daerah, Surat

Ketetapan Pajak aerah Lebil# Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat

KelSutusan Pem n, atau Surat Keputusan Keberatan.

Elﬁ Igputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan
terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah
Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak
ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak

Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding

terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.

Surat Paksa adalah surat perintah membayar pajak dan tagihan yang

berkaitan dengan pajak.

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah
data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan
profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji
kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk
tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-

undangan perpajakan daerah.
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23.

Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah adalah
serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta
mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak
pidana di bidang perpajakan daerah yang terjadi serta menemukan

tersangkanya.

Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur
untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta,
kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan
dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan
keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak

tersebut.

BAB 11
NAMA, OBJEK, DAN SUBJEK PAJAK

Pasal 2

Dengan nama Pajak Air Tanah dipungut pajak atas_pengambilan \Qn/ata\{
pemanfaatan Air Tanah. \ ‘\ ) .

(1)
-~

\\_.9

(1)

2)

\ -
o o 5
VA% e

Obj eI(\PaJ ak adal}pﬂéambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

'
ahkan dari objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1):

pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah untuk keperluan
dasar rumah tangga, pengairan pertanian dan perikanan rakyat, serta

peribadatan; dan

b. pengambilan dan Pemanfaatan air tanah oleh Pemerintah,

Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan

pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan

pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.



BAB III
DASAR PENGENAAN, TARIF, DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK

Pasal 5

(1) Dasar pengenaan Pajak adalah Nilai Perolehan Air Tanah.

(2) Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dinyatakan dalam rupiah yang dihitung dengan mempertimbangkan

seluruh faktor-faktor berikut:

jenis sumber air;

a.
b. lokasi sumber air;

c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;

d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;

e. kualitas air; dan

f.  tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan

dan/atau pemanfaatan air.
(3) Besarnya Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud padatayat
(1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah dikonsultasikan. dengan

DPRD.

Besarnyla tarif Pajak Air}ah etapkan sebesar 20% (dua puluh persen).
AN

!ﬁ, \ r ’b

. ) e Pasal 7

N’

Besaran pokok Pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dengan dasar pengenaan pajak

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3).

BAB IV

WILAYAH PEMUNGUTAN
DAN MASA PAJAK
Pasal 8

Pajak yang terutang dipungut di wilayah daerah.



Pasal 9

Masa Pajak ditetapkan 1 (satu) bulan kalender.

BAB V
PENETAPAN
Pasal 10

(1) Pemungutan pajak dilarang diborongkan
(2) Setiap Wajib Pajak wajib membayar Pajak yang terutang berdasarkan

Penetapan Bupati.
Pasal 11

(1) Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban pajak berdasarkan penetapan
Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dibayar dengan

menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.

(2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

berupa karcis dan nota perhitungan.

(1) Ketentuan le\vih lanjut«ffhengenai tata cara penerbitan SKPD atau

okumen la%:hpersamakan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal
= o
N, ) P ﬁ ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

\-_-/ (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengisian dan penyampaian
SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan, sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 11 ayat (1)diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN

Pasal 13

(1) Pembayaran pajak dilakukan pada kas daerah atau Bendahara
Penerimaan Dinas dan/atau di tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati

sesuai waktu yang ditentukan dalam SKPD dan STPD.
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Apabila pembayaran pajak dilakukan di Bendahara Penerimaan Dinas
atau ditempat lainnya yang ditunjuk oleh Bupati hasil penerimaan pajak
harus disetor ke kas daerah selambat-lambatnya 1 x 24 (satu kali dua

puluh empat) jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.

Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
dilakukan dengan menggunakan SSPD.

SSPD wajib disampaikan kepada Instansi/Pejabat yang berwenang.

Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, isi, dan tata cara pembayaran

penagihan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 14

Bupati menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran
pajak yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah saat
terutangnya pajak.

SKPD, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan,
dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang haxus
dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan harué

dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan k: sefak tanggal
diterbitkan. f

Dalam hal t\?;rtentu Bupati permohonan Wajib Pajak setelah

n*remenuhl per yar. apat memberikan persetujuan kepada wajib

:?k yk Mengangsur atau menunda pembayaran pajak dalam kurun

ktu tertentu, dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen)

sebulan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran,
tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran pajak diatur

dengan Peraturan Bupati.

Pasal 15

Bupati dapat menerbitkan STPD jika:
a. pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;

b. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau

denda.
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SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran
dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen)

sebulan dan ditagih melalui STPD.

Pasal 16

Sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Pajak, Bupati atau pejabat
yang ditunjuk menerbitkan surat peringatan atau surat lainnya yang

sejenis.

Pajak yang terutang berdasarkan STPD, Surat Keputusan Pembetulan,
Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang
dibayar oleh Wajib Pajak pada waktunya dapat ditagih dengan Surat
Paksa.

Penagihan pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan

perundang-undangan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penagihan diatur dengan

Peraturan Bupati. y

BAB VII N D

KEDALUWARSA P XAGIH}R'\"
\ Pasa&\\

\

N
/%k 3gtuk melakukan penagihan Pajak menjadi kedaluwarsa setelah

elampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya Pajak,
kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang
perpajakan daerah.

Kedaluwarsa penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

tertangguh apabila:

a.  diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau

b. ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun
tidak langsung.

Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak

tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut.

Pengakuan utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) huruf b adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan
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masih mempunyai utang Pajak dan belum melunasinya kepada

Pemerintah Daerah.

5 Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat
( g g gsung sebag p y
(2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau

penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.

BAB VIII
PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK YANG KEDALUWARSA

Pasal 18

(1) Apabila hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa, piutang
pajak dapat dihapus.

(2) Bupati menetapkan Keputusan penghapusan piutang pajak yang sudah

kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang pajak
yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati. \

‘l\\"

BAB1

KEBE‘?ATA DAN ANW
\ Pasal 1

(1) lx\lajlb Pajz!f dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau
pejabat yang ditunjuk atas suatu:
a. SKPD;
b. SKPDLB;
c. pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan

disertai alasan-alasan yang jelas.

(3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan
sejak tanggal surat, tanggal pemotongan atau pemungutan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan
bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar

kekuasaannya.
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Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar paling
sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak.

Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) tidak dianggap sebagai Surat
Keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.

Tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan oleh Bupati atau
pejabat yang ditunjuk atau tanda pengiriman surat keberatan melalui

surat pos tercatat sebagai tanda bukti penerimaan surat keberatan.

Pasal 20

Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak
tanggal Surat Keberatan diterima, harus memberi keputusan atas

keberatan yang diajukan.

Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau

sebagian, menolak, atau menambah besarnya pajak yang terutang.

Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat

dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan

tersebut dianggap dikabulkan.

y%‘*\l . ge

a]lb Pajakx engajukan permohonan banding hanya kepada
Pej,ge@,bn ajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang

fﬂ'retapkan oleh Bupati.

Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan
secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam
jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima, dilampiri salinan

dari surat keputusan keberatan tersebut.

Pengajuan permohonan banding menangguhkan kewajiban membayar
pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan

Banding.

Pasal 22

Jika pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan sebagian

atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan
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ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling

lama 24 (dua puluh empat) bulan.

Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan

pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKPDLB.

Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian,
Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima
puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan
dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan

keberatan.

Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi
administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan.

Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib
Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 100% (seratus
persen) dari jumlah pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi
dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan

keberatan.

\

)

i, o)

BAB X

DAN/ATAU SINYA

Pasal 23

-

=

Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Bupati dapat
membetulkan SKPD atau STPD atau SKPDLB yang dalam
penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung
dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan

perundang-undangan perpajakan daerah.

Bupati dapat:

a. mengurangkan atau menghapuskan sanksi administratif berupa
bunga, denda, dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan
perundang-undangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut
dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena
kesalahannya;

b. mengurangkan atau membatalkan SKPD atau STPD atau SKPDLB
yang tidak benar;
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N

(1)

)
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mengurangkan atau membatalkan STPD;

d. membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang
dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang
ditentukan; dan

e. mengurangkan ketetapan pajak terutang berdasarkan pertimbangan
kemampuan membayar Wajib Pajak atau kondisi tertentu objek
pajak.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan atau penghapusan

sanksi administratif dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 24

Instansi yang melaksanakan pemungutan Pajak dapat diberi insentif atas
dasar pencapaian kinerja tertentu.

Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapk
melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. .

Besarnya Insentif ditetapkan paling tinggi\5 % (lim ) dari rencana

penerimaan pajak dalam tahun angé%x@ enadn.

Tata cara pemberian, pemazkfaatﬂ? dan besaran insentif sebagaimana

.
dil]gksud pada Wdiatur dengan Peraturan Bupati.

r’\/‘
BAB XII

KETENTUAN KHUSUS

Pasal 25

Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu
yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam
rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan

perundang-undangan perpajakan daerah.

Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap
tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalam
pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan

daerah.
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Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan

ayat (2) adalah:

a. pejabat dan tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau saksi ahli
dalam sidang pengadilan;

b. pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Bupati untuk
memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau
instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam

bidang keuangan daerah.

Untuk kepentingan Daerah, Bupati berwenang memberi izin tertulis
kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan,
memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak
yang ditunjuk.

Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau
perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan
Hukum Acara Perdata, Bupati dapat memberi izin tertulis kepada pejabat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bi%ti
tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya. \\ k

g
Permintaan hakim sebagaimana ‘dimaksud pbda ayat harus

menyebutkan nama tersangka atau nama temerangan yang

diminta, serta kaitan antara perk idana atau perdata yang

bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

4“/A

)/\/ BAB XIII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 26

Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah
diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan
tindak pidana di bidang perpajakan Daerah, sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai

negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh

pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
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a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau
laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah
agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;

b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang
pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan
sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah;

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan
sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah;

d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak
pidana di bidang perpajakan Daerah;

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti
pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan
terhadap bahan bukti tersebut;

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas
penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah;

g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan
ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan
memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;

h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidafia perpajakan

Daerah;

1. memanggil orang untuk didengar kete angannye[ dan diperi

T
tersangka atau saksi; ;N

] menghent1k penyidikany dan/at

k. melakukan t dakan laingyang perlu untuk kelancaran penyidikan

F'mdak pldan idang perpajakan Daerah dan sesuai dengan

J‘Crehﬂﬁn peraturan perundang-undangan.

Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan
dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada
Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik
Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang

Hukum Acara Pidana.
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BAB XIV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 27

Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SKPD atau
mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan
keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat
dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau pidana
denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau
kurang dibayar.

Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SKPD atau
mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan
keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat
dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana
denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau
kurang dibayar.

Pasal 28

S
S
S

Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah d1 untut se Mampaul jangka
waktu 5 (lima) tahun sejak saatiz ang atau berakhlrnya Masa Pajak
n

atau berakhirnya glan Tahu

atau berakhirnya Tahun Pajak yang

bersangkutan

~

m— ) J

\\_"

(1)

(2)

,\"

Pasal 29

Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati yang karena
kealpaannya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana
kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak

Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah).

Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati yang dengan sengaja
tidak memenuhi kewajibannya atau seseorang yang menyebabkan tidak
dipenuhinya kewajiban pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25

ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2
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(dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh
juta rupiah).

(3) Penuntutan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (2) hanya dilakukan atas pengaduan orang yang kerahasiaannya

dilanggar.

(4) Tuntutan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai
dengan sifatnya adalah menyangkut kepentingan pribadi seseorang atau

Badan selaku Wajib Pajak, karena itu dijadikan tindak pidana pengaduan.

Pasal 30

(1) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 29 ayat
(1) dan ayat (2) adalah pelanggaran.

(2) Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 29 ayat (1) dan

ayat (2) merupakan penerimaan Negara.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31 \

Peraturan Daerah ini dengan peéne annya dalam Lembaran Daerah

\
KabupateF\Trenggalek. /A
N "

~ Ditetapkan di Trenggalek
N f/ pada tanggal 26 Agustus 2011
J BUPATI TRENGGALEK,
ttd

MULYADI WR

Diundangkan di Trenggalek
pada tanggal 26 Agustus 2011
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK,
ttd

CIPTO WIYONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2011 NOMOR 1 SERI B

Salinan sesuai dengan aslinya Reg. 188.342/V/406.013/2011
KEPALA BAGIAN HUKUM, Tanggal 27 Oktober 2011
ttd

BAMBANG AGUS SETYAJI
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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK
NOMOR 9 TAHUN 2011
TENTANG

PAJAK AIR TANAH

I. UMUM

Dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintﬁin

daerah, ditentukan pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapat asli daetah yang

pelaksanaannya di daerah diatur dengan Peraturan Daerah. r })
Ketentuan mengenai perpajakan daerah sebagaim\ a diatur M}asa 2 ayat (2)
huruf h Undang-Undang Nomor 28 Tah\gl 200%»{6{1;2:1\ Paﬁl@ Daerah dan Retribusi

=
Daerah, ditentukan jenis-je\xii pajak vy Sg @%ungutannya menjadi  kewenangan

Pemerintah Kabupaten. Salah ‘satunya u Pajak Air Tanah merupakan pajak yang
m‘egi@ewenan ﬁ P\eﬁirinthupaten.

See=Bahjva sefituk meningkatnya pelaksanaan tugas Pemerintahan Daerah,
PMgunan serta pelayanan kepada masyarakat maka menuntut tersedianya dana yang
lebih memadai. Oleh karenanya sumber pembiayaan untuk melaksanakan kegiatan
tersebut diatas dapat digali dari Pendapatan Asli Daerah dimana salah satunya adalah
berasal dari Pajak Air Tanah. Disamping itu juga Pajak Air tanah berfungsi sebagai
sumber daya dalam rangka pelaksanaan pengawasan, pengendalian dan pelestarian

lingkungan dalam pemanfaatan air tanah sehingga ketersedian air tetap terpelihara dan

terpenuhinya sesuai dengan pemanfaatannya.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan

Daerah Kabupaten Trenggalek tentang Pajak Air Tanah.

II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2
Cukup jelas.
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Pasal 3

Cukup jelas.
Pasal 4

Cukup jelas.
Pasal 5

Cukup jelas.
Pasal 6

Cukup jelas.
Pasal 7

Cukup jelas.
Pasal 8

Cukup jelas.
Pasal 9

Cukup jelas.
Pasal 10

Ayat (1) \
Cukup jelas. })
Ayat (2) T\

L
Cukup jelas e

Pasal 11 \ S\
Cukup jelas. \/

Pasal 12 I\

’b
Cukup jelas .’r’\"
Twmmwete 4 p
Pasal 13j
\"—f‘
Cukup jelas.

Pasal 14
Ayat (1)

kY

Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Yang dimaksud dalam hal tertentu merupakan frase untuk menyatakan suatu
kemungkinan, keadaan atau kondisi yang mungkin terjadi atau mungkin tidak
terjadi.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.
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Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Ayat (1) \ S
Yang dimaksud dengan “instansi yang mei\qksanakjf'p\oﬂﬁngutan” adalah
dinas/badan/lembaga yang tugas pokok cﬁgmgsnyaﬂmelaksanakan pemungutan
Pajak. »*

o=
Avat@) | /
&~ Cukupj Y
‘-ﬂyaj)) ﬁ
S Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Ayat (1)
Pengenaan pidana kurungan dan pidana denda kepada pejabat tenaga ahli yang

ditunjuk oleh Bupati dimaksudkan untuk menjamin bahwa kerahasiaan mengenai
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perpajakan daerah tidak akan diberitahukan kepada pihak lain, juga agar Wajib
Pajak dalam memberikan data dan keterangan kepada pejabat mengenai

perpajakan daerah tidak ragu-ragu.

Ayat (2)
Cukup jelas. I\

Ayat (3) \\ \N,
Cukup jelas. \ ™~ Vo

Ayat (4) \ \ N2

y \ ) -
Cukup jela'i
Pasal 30 i /
asark‘ D,

. N 4,“
Cukup Jejas. ’r
Pasal 31

Cukup jelas.






